
PERAITIRAI'I BUPATI SOII'K

NOMOR 7' TAIIT'I'I2O17

TATA CARA PEIVIBAGIAI|, PENEIAPAN DAI{ PDNYALVTIAN DANA DESA

DI TABUPATDN SOLOK TAIIUII ANGGARAT{ 2017

TDI{TAIIG

DENCAIT RAIIMA'I IUTIAI{ YANG MAIIA ESA

BUPATI SOLOK,

bahea untuk melaksanal{d ketentuan-Pasal 12 ayat (l)

Peratuan Pemerlntah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahd Atas Peratumn Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa yang Bercumber dri Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negam, telan ditetapkan

Peratu.an Bulati Solok Nomor I Tahun 2Ot7 tentang

Tata Cda Pemba8im, Penetapm dan PedydluEo Dana

Nagari di Kabupaten solok Tahun Anggdd 2017;

bahwa berdasarkan Pe.aturan Menteri Keuangan Nomor

50/PMK.07l2017 tentang PengeloLaa TEnsIer ke Daerah

dan D@a Desa sebasaimda telah diubah densan

Peraturan Mentei Keuangan Nomor 1 L2 / PMK.O7 / 2417

tentmg Pedbahd atas Peraturan Menteri Keuanem

Nomor 50/PMK,07l2017 tentang PengeloLaan 'fransfer ke

Daerah dan Dana Desa dan Pe.aturan Direktorat Jenderal

Perbeddahdaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk

Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dda

Desa sebagaimana tebn diuban Peraturan Direktorat

Jenderal Perbendahddn Nomor PER-11/PB/2017

tentmg Petubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal

Perbendanran Nomor PER-4/PB/2017 tentdg Petujuk

Teknis Penyaluran Dda Alokasi Khusus Fisik dan bana

Desa dengad pada Direktorat Jenderal Perbendaiaraan



2.

3.

:1 .

serta Penyebutan Nama Desa ddi Rincid Pagu \Dana

Nagari yang h@s disesuaikan dengan ApLikasi Online

Monitoiing sistem Perbendaharad Negd (oM SPAN) di

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terhadap

Peraturan tersebut perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangd sebagaimana dioalsud

dalam hurul a dan buruf b, pe.lu menerapkan Peraturan

Bupati tentdg Tata cda Pembagian, Penetapan dan

Peny€lurd Dada Desa Di Kabupaten Solok Tahun

Unddg Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabuparen Dalam

Lingkunean Daerah Propinsi sumatera Tensa! (Lembdd

Neg.ra Rrpqbl ik  adon 'q ia  lehui  056 Nbmor 2c l :

Undmg-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2014 Nomor

7, Tanbahd l€mbaFn Nesda Republik Indonesia

Undsg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pemeil.tar'"o Daerah (Lembaran Negda Republik

Indooesia Tahun 2014 Noftor 244, Tambahan Lembdd

NecsE RepJblil Indor e"r" Nomor 5544 s-baca-m"na

telah diuban, beberapa kali teral<hir delgan Undde

Unddg Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubanan Kedua

Atas undmg-undang Nomor 23 Tenun 2014 tentde

Pemerintahd Daerah (rrmbtran Nesda Republik

Iodonesia Tahun 2015 Nomor 54, Taobahan Lembarm

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tanun 2004 tentang

Pemindahm lbukota Kabupaten Solok dari wilayah Kota

Solok ke Kalu Arc - Sukdmi (Arosuka) ddi wilayah

Kecdatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran

Nesda Republik Indonesia Tanun 2004 Nomor I37,

Tdbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia N€mor

2
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5.

6.

Peratud Pemerintai Nomor € Tanun 2014 tatang

Peraturan Pelaksanad Undang Undang Nomor 6 Tahun

2oI4 tentang Desa 0rmbde Ne€Era Republik Indonesia

Tanun 2014 Nomor 123, T@bahd l€dbdo Negda

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimaa telah diubah

dedgd Perature Pemerinta! Nomor 47 TahDn 20ts

tentang Perubahe Atas PeFtufu Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentdg Peratud Pelal<sm.6 Undag-

Undeg Nomor 6 Taiun 2014 tentmg Des fl'mbdd

Negara RFpubiik Indonr! d TahLl 2015 \omor lq7

T@band !€mbdd Negd RePublik Indonesia Nomor

5717)l

Peratura! Pemerintah Nomor 60 Tanun 2014 tentdg

Doa Desa Y@g Bersumber ddi Angg€ian Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negda Republik Indonesia

Tahun 2Ot4 Nohor 16a, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagamda tebn

diubah bebe.apa kali terakhir dengan Perarxrm

Pemerintah Nomor A Tahun 2016 tentang Perubahao

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentdg Dana Desa Ydg Bersumber dari Anggran

Pendapatan dan Beldja Negara (lrmbaran Negara

RepubLik Indon€sia Tanun 2016 Nomor 57, T'mbahan

Lembard Negara Republik IndoDesia Nomor 5464);

7. Peraiurs Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentdg

Rincian Anggaran Pendapatan dan Beldja NesaE Tahun

Angg4d 2017 (Berita Negara RePublik Indonesia Tahun

2016 Nomor 153);

a. Peraturan Menterl Ddd Negeri Nomor 113 Tahu! 2014

Fntang Pengelolaan Keumgan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia'tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturd Menteri Keudg@ Nomor 49 Tanun 2016

tentang Tata Cda PengalokasiaE, Penvaruran,

Penggundn, Pemantauan dan Evaluasi Dans Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 ffomor

474)l

ailI)



MEMUTUSBAI{:

Men tspka! | PERATITRAI Blr?ATI IIEIITAI{G TATA CARA PEMBAGIAN,

PENErAIAI{ DAN PDNTALURAII DANA DESA DT

KAIUPATEN SOLOK TAHVN ANGGARAIT 2O1?.

10. Peraturd Mente.i Keuangan Republik lndonesia Nonor

5O1PMK.O7l2OI7 tenrang Pengelolan Trdsler Ke

Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah densan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor L 12 l PMK.O7 1 20L7

tentang Perubahan Atas Pelatur@ Menteri Keumgan

Nomo. s0/PMK.0712017 tentdg Pengelolaan 'rransler ke

Daerab dan Dda Desaj
11. Pe.aturm Daerah Labupaten Solok Nomor 7 Tanun 2006

tentaog Pemerintanan Nagari (rfmbarm Daerah

Kabupaten solok Tahun 2006 Nomor 28, T@bahan

l€mbaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 7,,

12. Peraturd Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2016

tentang Anggaran Pendapatm Beld.ja Daeran Kabupate!

SoLok Tahun Anggdan 2017 (Lembdd Daeran

Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 9); _.

BAB I
KTTEIITVAI{ UMUM

Paaal 1
DaLm Peraturan Bupati Solok ini yang dimaksud dengan :

1 Daerab adalah Kabupaten Solok.

2, Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perdgkat Daerah

sebagai rhsur lenyelenggara Pemerjntahd Daerah.

Bupati adabn Bupati Solok.

Dinas Pembeidaydn Masyarakat dan Nagdi adalah

Perdgkat DaeEh yang melaksanakan fungsi

3.

pemberdayaan masyarakat dm peme.intaian nagan,

5. Nagdi ad€lan kesatuan masydalat hukum ymg

memiliki batas wilayah ymg beMensg untuk mengatur

d@ mengutus urusan pemerintah@, kepentingd

masydalat setempat berdasark@ prakdsa masyaral<ai,

hak asal usul, dan/atau hak tfadisional ymg diakui da!

dihormati dalam sistem pederintahan Negara &satuan

Republik Indonesia.

,Tn



6.

9.

Dma Dee adalah dda yans bersumber ddi An*dan

Pendapatan dan Belanja Nesda yms dipe.untukkao ba€j

Nagari yang dit.aosfer melalui Anggad Pendapatan dd

Belanja DaeFh Kabupaten d@ diSunakd untuk

membiayai penyelenegraan pemerintahan, Pel,ksanaan

pFTbdgund. pemb.ndn kemssvarakaid dan

pemberdayad masyarakat.

Rekening Kas Desa ydg selanjutnya disingkat dengan

RKD adcl . t  RFkpl ing Mi ' l {  Nae"r i  ur luk menvinpz.

uang pemerintahs nagdi yang menmpung seluruh

nagdi dan dieunald untuk membayd seluruh

pengelutran pada Bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Umum Daeran (RKUD) y@8 selanjutnva

d.srngka. derga R^JD adalah Re^enig mjL!

pemelntan daeran ydg menerima dda Desa/Nagari

bersumber dari Anssdm PendaPatd dan Beldja Negda

(APBN).

Anggsran Pendapa@n om BelflJa N"gdi rang

selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana

keuangan tanudd Pemerintans nagd-

BAB II
TATA CARA PEMEAGIAN

I'asl2
Rincian Dana Desa untul< setraP Nagari di Kabupaten SoLok

Tahun Anggdd 2017, dielokasikan secara merata dan

berkeadil@ berdasdkan:

a. alokasi dasar; dan

b. alokasi foroula yang dihitung dengan memperbatikm

jumLdn penduduk, angka kemiskine, luas wilavan, dd

indeks kesulitd geografis Nagan

Pasal3
Alokasi dasd sebagaimda dimaksud daid Pasal 2 huruf a'

dihitung berdasark@ alokasi dasar per kabuPaten ilibagi

,71L



Pa8al4
Alokasi fomula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurul

b, dihituns berdasdkan judan penduduk, anska

kemiskind, luas wilayah dan indeks kesulitan geog.aiis

(lKc), bersuhber da! kementerian yang bevenans

dan/atau lembaga ydg menyelenggdd*an urusan

peme.intanan di bidang statistik,

Pasal5
Penshitungan alokasl fo.mula setiap Nagari sebasaimsa

dimelsud dald Pasal 4 dilal<ukd deng@ menggunar€n

Formula sebagd berikuti

w = lto,26 a

z1 -

zlt + to35 * z2l + lo,7o s z3l + {0r3o x z4)l '

z2

23

24

rasio judah p€nduduk setiap desa lerhadap totet

penduduk desa Kabupaten Solok

rasio junlah penduduk miskin desa s€nap desa

terhadep total penduduk miskin desa Kabupaten

r6io tuas wilayan desa setiap d€sa te.hddap luas

wilayah Kabupaten Solok

rasio lndeks Kesulits Geqrans kbuPat€n solok

t€rhadap iotal Indeks Kesulitm Geoeralis Kabupaten

Solok yag meniliki Nagdi

pa8u dsa desa Kabupaten Solok

besdd AD untuk setia! desa dikelikd junlan

Nasdi d€ld Kabupard solok

Pasl 6
Indeks kesulitm Seocrans seriap Nagari sebagaimana

dimaksud dalm Pasal 2 huruf b disusun d@ ditetapkan

oleh Bular  berdasdtkan dzr€ od i  i {cm"nrer i " r  ' "ne

beMenang dm/atau lembaga yds menvebnsgreen

urusm pemerintah di biddg statistik.



Berdasarkm alok€si dasar dm alokasi lormula sebagaimana

dimaksud dalam Pasal2, Pasal 3, Pasal4, Pasal5 dm Pasal

6, besdm rincian Dda Desa sebagaimana t€rcdtum dalam

Lampird yang merupakd bagi@ tidak terPisahkan ddi

Peraturan Bupati ini.

BAI trI
PENETAPAN DANA DESA

BAI IV
PENTALURAN DAI{A DESA

pemindahbukum ddi RKUD ke'RKD 
_:"

(2) Pemindanbukud sebasaimana dimaksud Pada avat (t)

dilalukd palins lama 7 (tuiuh) hdi kerja setelah Dana

Desa diterima di RKUD.

(3) Penyalurm Dana Desa dilakukan secara be.tahapl

a. tahap l, paling cepat pada bulan Maret dan paling

hmbat buLd Juli sebesd 60% (enam puLuh

perseratus);dan

b, tahap ll, pada bulan Agustus sebesd 40% (empat

puluh p€.semtus),

(a) Penyalurm Dana Desa Tahap I dilakukan setelan Wa[

Nagari menympdkd:

a. Peraturan Nagari tentdg APBNagari; dan

b, Laporm realisasi penyeiaPan dan caPaian autPut

Dana Desa tahun @ggmn sebelumnYa

(s) Waij Nagarj menyampaikan persya€tan penv.luran

sebagaimana dimal<sud pada ayat (4) paling lambat

tanggal 7 Januaii tahun anggaran berjalan kePada

Bupati cq, Dinas Pemberdayaan Masvarakat dm Nagari.

(6) Penyaiur@ Dda Desa TdnaP II dilalul{an setelah wrli

Nagari menyampaikan laPord reslisasi penverald dan

capaid oarprt Dma Desa TahaP I

Dana Desa dilal{ukf melalui

.{I il



(7) !€poran ftalisasi penyerapan dd capdm drplt\Dda

Desa Tahap I sebasaimda dimarcud Pada avat (6)

nenunjukkd rata-rata realisasi penveraPd pahng

kurals 7solo (tljuh puluh liFa perseEtus) d'n rata{ata

capad oalPut menunjukkd Paling kurmg sebesd 50%

(liha Puluh perseratus)

(e) Capaim oltplt sebagaimana djmaksud pada avat (4) dd

ayat (6) dihitung bedasarkd ata-rata Persentase

capaian oalprl dari se1uruh kegiatan

(9) Wali Nagari menyampaikan persydatan penyaluran

sebasaimaoa dimaksud pada avat (6) Paling l@bat

tanggal 7 Juli tanun algedan berjaran kePada BuPati

cq. Drnas Penberd€y&n tMasyqrakEl dm Nagcn

(10) Dald hal terdapat pemutalhiran caPaisn @tPat setelah

batas wakt! PenyamPaian laPoran sebagFimana

dimaksud pada ayat (s) dan ayat (9), Wali Nagan daPat

menydPaikan Pedutakhnd capdd @lp!t untux

seldjutnya dilakukm pemutathira! data.

(tl) Dalm hal percepatan penvaluran D'na Desa

sebacaimda dimaksud pada avat (4) dan avat (6) Dinas

Pemberdayaan Masydakat dm Nagari berkoordinasi

dengan Badan Keudgan Daerah.

(12) Fibcian Dma Desa yang diterida Nagdi setiap tanun

dianggdkan dalam APBNagdi

BA8 V
PgI{CGUNAAI{ DANA DF.SA

Pa3al 9
(1) Penggunaan Dma Desa dipriontasks untuk membiavai

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan

untuk meningkatks kesejahterd masvankat desa'

peningkatan kualitas hidup mdusia serta

penmgguldgd kemiskinan dan dituangkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Nagari

a

vln



(2) Penggunaa! Dda Desa sebagaim@a dimaksud \Pada

ayat (1) mensacu Pada prioritas penssunad Dana Desa

yaEg ditetaPkan dengan pedoman teknis vdg ditetapkan

Bupatr dengan peratuid tersendi.i

(3) Peraturd sebagaimda dimaksud oleh avat (2) mensacu

kepada pdoritas penggunaan Dda Desa vdg ditetapkm

oleh Menleri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigiasi.

BAA VI
PEMA!{TAUAII DIII{ DVALUASI

PaBal lO

(1) Bupati melakukan Pemantauan d@ evaluasi atas si6a

Dana Desa di RKD.

(2) Dalam hal berdasdk@ pemantaud dan evaruasr atas

sisa Dsa Desa di RKD sebagaimana dimalGud pada

ayar (1) ditenukd sisa Dma Desa di R(D lebih dari

30% (riga puluh persen), BuPati I

a. meminta penjelasd kePada wali Nagari m€ngenar

sisa Dda Desa di RXD tersebutida!/atau

b. meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan

pemeriksen.

(3) Sisa Dsa Desa di RKD lebih dari 30% (ti8a puluh

persen) sebagaimana dimaksud pada avat (2) dihitung

ddi Dana Desa ydg diterima Nagari pada tahun

mggdan berkenaan ditambah dengd siss Dma Desa

tahun anggdd sebelumnYa

(4) wari Nagari wajib mengangga*m kembali sisa Dana

Desa sebasidana dimaksud pada avat (3) ddm

rancdgs APBNagtri tanun anggm berikrtnva sesuai

dengan ketentuan peraturu perunddg uno@ean

PasEl 11

(1) Bupati menunda penyaluran Dda Desa dalam har :

a. DPMN belum menerima dokumen peFvdaran

sebasaimma .limal{sud dalm PasaL I avat (al dd

ayat (6);
9

wt



b,lerdapat sisa Dda Desa di RKD tahun anggdan

sebelumnya lebih ddi 30% (tisa puluh persen)

sebasaimana dimaksud dald Pasar 9i dd/arau

c. terdapat rekomendasi vang disdPaikan oleh

Inspektorat Daerah

(2) Bupati menyalurkan kembali Dda Desa vans ditunda

a. DPMN tehn menerima dokumen Persyaralm

sebagaimana dimaksud daram Pasal 8 avat (a) dan

b. sisa Dana Desa di

kurdg cta.r atau

c. terdapat usuhn yang

RKD tanun dggar@ sebetunya

sma densd 30ol' (tiga Puluh

dismpakd oleh Inspektorat

(3) Dalam hal penundaan penvaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a dan hurur

c beitangsung sampai dengd berakhirnva tahun

dggdd, Dda Desa tidal dapat disalurkm lagi ke RKD

d@ menjadi Dda Desa di RKUD

(4) Bulati relapo.kan sisa Dda Desa di RKUD

sebagaimana .limaksud avat (3) kepada Kelaia KPPN

(5) Bupati memberitanukd kepada wali Nagd vdg

bersangkutan mengenai Dana Desa vdg ditunda

penyaluiannya sebasajmana dimalsud pada avat (3)

paiins lambat akhir bulan November tahun dssaran

berjaran dan agar disgsarkan kembali dalam rdcangd

APBNagdi tahun degdan beriLltnya

(6) Bupati mensdggarkan kembali sisa Dda Desa di RKUD

sebagajmana dimaksud Pada avat (3) dalm rancdsan

APBD tahun anggdan berikutnva sesuar dengan

ketentue Perunddg-undangd

affa)
10



BAB !'II

KE?ENTVAN PDNUfUP

Pasal 12
Pada saat Peratu.an Bupati ini mulai b€rlaku P€'aturan

Bupati Solok Nonior I Tahun 2017 tcnlang Tala uara

Pehbagian, Penetapan dan Penvaluran Dana Nagari Di

Kabupsten Solok Tahun Anggaran 2017 (Be'iu D:fl'h

(abupatcn Solok Tahun 2017 Nonor  l )  d icabl t  d 'n

d inyaiakan t idak bcf laku.

Pasal 13

P€raturan Bupaii i.i mulai be.laku pada ranggaL

Agar setiap o.anE mengetahuiova, Iti€tnerirtahkan

pengundangan Pcraturan Bupari ini dengan

penempaLann)a dnlam Bci|a Dacrah KablrPalcn solok

Diundangkan di Arosuke
' !  pada tanggal  r r ,Kr ' rar  2017

PIh. SE(RETARIS DADRAH
ASISAEN KOORDINATOR
BTDANG EKBANGKESRA'

ol
d),.
I

srrHLRMEN

Ditetapkan d iAros l rka
pada LanSaal r^ o*terq 2or7

BVPATI SOLOK'

,,'' 14"
z cusmal

BER1TA DAEFAH XABUPATEN SOLOK TAI{UN 2017 NOMOR 4I



T,AMPIIIAN
PDBATURAI{ BVPAAI SOLOK
I{OMOR : t, r4e^r ' lll

TAI{GCAL : i! '(t.Ee bq

RIT{CIAN DANA DESA DI I<ABVPATEN SOLOK

TAIIU1T AI{GGARA{ 2017

NO,

I

1

NAMA NAGARI

LOLO

SURIAN

SUNGAT NANAM

SALIMPAT

AIE DINGIN

SIRUKAM

AtE LUO

BATU BAJANJANG

I KOTO LAWEH

L]MAU LUNCGO

KOTO GADANC KOTO ANAU

L sF]J-AYo TANANG B. SILEH
|-

CUPAK

TALANC

I Koro GADANG GUGUAK

ISUNGA] JANIAH
-

BATANC BARUS

A]E BATUMBUAK

] roto caor cucur
MUARO PANEH

-
I KNARI

BUKIT'TANDANG

PAGU DANA DESA

869,7I7,000.00

r , r26,700,000 00
2

3

5

6

I 060,547,000 00

1,111,018,000.00
r942,675,000.00

r,a42,279 .OAA.Oa

a39,491,000 00

849,319,000.00q
9 800,975,000.00

815,284,000.00l0
a69,752,000.001 l

T2 942,126,000.00

84I,26r,000.0013
929,506,000 00

836,859,000.0015
16

I7

950,859,000.00

865,021.000,00

838,392,000.OO

807,934.000,00
1a
19

803,1I0,000.0020
864.883,000 00

2I
834,412,000.0022
786,a51,000.0023
942,25a,Q00.0024
860,657,000.0025
7a1,522,090.0O26
7a3,4r8,000.0027

I2

ars7l



I 2 3

2a DILAM a74,652,000.00

29 TARUANG TARUANG 826,72r ,OAO.AO

30 SIARO-ARO 80a,792,000.00

31 a16,017,000.00

32 SUNCAI DURIAN 778,064,000 00

BUKII< BAIS 776,59 L,OOO.OO

34 SUNGAI JAMBUR 7a2,623,OO4 OA

35 GUCUAK SARAI 793,856,000.00

36 (OTO IAWEH 824,062,000.00

37 INDUDUR 795,094,000 00

3a KOTO BARU 965,305,000.00

39 SEI"\YO 915,850,000.00

.,a0a,a68,000.00
CAUNG 799,063,000.00

42 GANTUANG CIRI 872,917,000.00

43 SAOK IAWEH 854,180,000.00

KOTO HILALANQ 865, I52,000.00

45 TANJUNG BINCKUNG a37,159,000.00

SUMANI 814,207,000.00

TI(ALAK 777,308,000.00

4a KOTO SANI 943,6r6,000,00

49

50

SINGKARAK 8r0,950,000.00
a18,147,000,00

5l 793,646,000.00

52
53

TANJUNC A!AI 820,0ai ,000.00

SANIANO BAKA 859,299,000.00

54 SULIT AIR 909,465,000.00

55 TANJUNG BALIK a35,474,000 00

56 a04,517,000.00

57 KUNCIR 778,0a8,000.00

826,745,000.00

59 PASILIHAN

BUKIT KANDUANG

SIBAR,{MBANG

808,445,000.00

6o 794,935,000 00

6 l

62

a36,463,000.00

I"\BUH PANJANG 797,153,000.00

,7111
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I

63

64

PANINCGAHAN

MUARO PINGA1

TALANG BABUNGO

996,060,000.00

799,097,000 00

65 992,521.000 00

66 SARLAKAT,AHAN TICO 9a6,972,000.00

SUNGAI ABU

RANGKIANG LULUIH

BATU BAJANJANG

CARABAK DATA

TANJUNG BALIK SUMISO

SIMANAU

67

6a
69

7A

7t

72
SIMPANG'TJ. NAN IV

KAMPUNG BATU DAIAM

a92,540,000.00
a79,899,000 00

8a9,152,000,00

948,5I7,000.00

86a,234,000 00

a20,280,000 00

9a7,141,000.00

981,354,000.00

64,9a2,13a,OOO.OO

EOlrtK,BUPATI


